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PETUITJI'K PEIIIITSAIIAAN

NOMOR. 2 /WXLIIK/SESMEN/OS/2O16
TEITTANG

STANDAR DAII PEITYEDIAAN FASILITAS KERJA

DI KEMENTERIAII PERENCAIIAAN PEIIBANGUNAN NASIONAL/

BADAII PERENCANAAN PEMBA]TGUNAI{ NASIONAL

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 14
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunar
Nasional/Kepala Badal Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badal Perencanaan Pembangunan
Nasional, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang
Standar dan Penyediaal Fasilitas Kerja di Kementerian
Perencanaar Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Mengingat 1.

2.

3.

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunal Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 20 Tahun 20 16;



MEMUTUSKAN :

PETUN.]UK PELAKSANAAN TENTANG STANDAR DAN
PENYEDIAAN FASILITAS KERJA DI KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Standar dan
Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunal
Nasional, sebagaimana tercantum dalam lampiran
Petunjuk Pelaksanaan ini yang merupakan satu kesatuan
dan bagian tidak terpisahkan dalam Petunjuk Pelaksanaal
ini.
Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlalu sejak tanggal
ditetapkan.
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2016

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAJVIA BADAN PERENCANAAN PEMBAI(GUNAN NASIONAL'

t,

IMRON BULKIN

5. Peraturan Menteri Perencanaar Pembalgunal
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bertambahnya jumlah pegawai dan tingkat kebutuhan terhadap

fasilitas kerja sesuai dengan tugas Pejabat dan Pegawai dalam

melaksanakan tugas, fungsi unit kerja, dan urgensi pekerjaan di

Kementerian PPN/Bappenas membuat semakin meningkatnya

permintaan fasilitas keqa. Namun dalam pemenuhan terhadap tingkat

kebutuhan tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan karena terdapat

keterbatasan dalam penyediaan fasilitas keda yang disebabkan

beberapa faktor, diantaranya kondisi fisik gedung kantor dan

ketersediaan anggaian untuk penyediaan fasilitas kerja.

Terkait hal tersebut, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian Perencanaan

Pembalgunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

perlu menjrusun suatu kebijakan mengenai standar penyediaan

fasilitas kerja di Kementerian PPN/Bappenas agar pemenuhan

kebutuhan lasilitas kerja dapat dilaksanal<an sesuai standar yang

ditetapkan secara efektif, efisien, darl akuntabel. Untuk itu dipandang

perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Standar dan

Penyediaan Fasilitas Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

Tujuan

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Pelalsanaan adalah:

l. terlalsanarya penyediaan fasilitas kerja berdasarkan standar yarg

telah ditentukan dan yang sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab pegawai, tingkat jabatan, dan fungsi ruang serta tingkat

urgensi pekerjaan di Kementerian PPN/Bappenas.

B
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2 menjadi petunjuk bagi Pengelola dan Pengguna Fasilitas Kerja

dalam penyediaan dan penggunaan fasilitas kerja di Kementerian

PPN/Bappenas.

C Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini, mengatur lebih

mengenai jenis:

1. Standar Fasilitas Kerja; dan

2. Kebijakan penyediaal dan penggunaan ruang kerja,

penunjang, peralatan rualg kerja dan kendaraan

operasional.

nncr

ruang

dinas

D. Definisi

Dalam Petunjuk Pelal<sanaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas Ke{a adalah sarana dan prasarana yang disediakar oleh

Kementerian PPN/Bappenas untuk digunakan dalam pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab pegawai guna meningkatkan kineda.

2. Menteri PPN/Kepala Bappenas, yang selanjutnya disebut Menteri

adalah Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas.

3. Pengelola Fasilitas Kerja adalah Sekretaris Kementerian

PPN/Sekretaris Utama Bappenas c.q Biro Umum yang berwenang

dan bertanggung jawab menetapkan kebijatar dan pedoman serta

mengelola Fasilitas Kerja.

4. Pengguna Fasilitas Kerja adalah Menteri, pejabat struktural,

pejabat fungsional, staf Pegawai Negeri Sipit dan staf Non-Pegawai

Negeri Sipil yang berhak menggunakan Fasilitas Kerja di

Kementerian PPN/ Bappenas.

5. Pejabat Struktural adalah pejabat yang secara tegas terdapat

dalam struktur organisasi serta memiliki tugas, tanggungiawab,

wewenang, dai1 hak dalam memimpin suatu organisasi.



6. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang memitiki keahlian dan

keterampilan tertentu yang bersifat mandiri dalam menunjukan

tugas, tanggung jawab, dan wewenang.

7. Staf Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai ditetapkan untuk
melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian, yang

diklasilikasikan menjadi Staf Perencana dan Staf Tata Usaha.

8. Staf Non Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang diangkat

berdasarkan pe5anjian keila tertentu atau penugasan khusus di
Kementerian PPN/ Bappenas.

9. Penanggung Jawab Ruangan adalah pejabat Eselon II di unit kerja

terkait yang dapat memberikan kuasa kepada staf.

10. Penanggung Jawab Kendaraan Dinas adalah pejabat Eselon I atau

Eselon II di unit kerja.

11. Standar Fasilitas Kerja adalah jenis sarana dan prasarana minimal

yang disediakan dan ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas.

12. Standar Ruang Keda adalah standar minimal ruang ke{a yang

disedial<arl.

13. Standar Penyediaan Peralatan Kerja adalah standar minimal jenis

penyediaan peralatan di ruang kerja.

14. Standar Penyediaan Kendaraan Dinas adalah standar maksimal

spesifi kasi kendaraan dinas.

15. Pemeliharaan Kendaraan Dinas adalah upaya yang dilakukan

untuk memper:tahankan kendaraan dinas agar tetap dalam

kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
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BAB It

STANDAR FASILITAS KERJA

RUANG KERJA

A.1 STANDAR RUANG KERJA

1. Menteri

2. SekretarisKementerian

3. Deputi/Inspektur

4. Staf Ahli Menteri

5. Pejabat Eselon II

6l m2

52 rn2

35 m2

27 m2

25 m2

B

A.2 KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUANG KERJA

1. Kebijakan penyediaan ruang kerja ditakukan oleh Sekretaris

Kementerian sebagai Pengelola Fasilitas Kerja berdasarkan

pertimbangan:

a. ketersediaan ruang;

b. jumlah staf.

2. Pejabat Eselon Ill/Pejabat Eselon Iv/staf disediakar ruang

kerja secara bersama-sama dalam satu unit keda Eselon ll.

A.3 KEBIJAKAN PENGGUNAAN RUANG KERJA

1. Berdasarkan kondisi fisik gedung kantor Kementerian

PPN/Bappenas, Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV/Pejabat

Fungsional/staf lainnya secara bersama-sama menggunakan

ruang kerja dalam satu unit keda Eselon II.

2. Kebutuhan perubahal tata ruang kerja dilaporkan kepada

Pengelola Fasilitas Kerja.

RUANG PENUNJANG

8.1 STANDAR PERALATAN RUANG PENUNJANG

]. Ruang Tamu Menteri .

a. meja Lamu dan kursi
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b. lemari kaca

c. lemari buku

d. foto presiden dan wakil presiden

e. jam dinding

f. kalender dinding

Ruang T\rnggu

a. sofa

b. lemari

c. kaJender dinding

Ruang Rapat

a. Menteri

1) meja dan kursi rapat

2) whiteboard

3) layar proyektor

4| sound sAstem

s) AC

b. SekretarisKementerian

1) meja dan kursi rapat

2| lDhitebodrd.

3) layar proyektor

4) sound sAstem

s) AC

c. Umum

1) meja dan kursi rapat

2l focasing screen

3) layar proyektor

4) sound sgstem

s) AC

Ruang Ibadah

a. karpet

b. rak peralatan sholat

c. ral< sandal/sepatu

3

4
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d. sejadah

5. Ruang Pusat Data/ Server/ Sistem Informasi

a. komputer seruer

b. perangkat keamanan jaringan internet

c. router

d. Ac

e. switch

f. modem

g. rasiolink

h. acces potnt

i. pemadam pematik

j. kabel UTP

k. kabel fiber optic

l. conuerter f/o to UTP

m. VGA splitter

n. I(VM srritch

o. UPS

p. rak seruer

q. pengukur suhu dan kelembaban

r. storage

6. Ruang Arsip :

a. lemari besi

b. box arsip

c. scanner

d. ac

e. komputer

f. telepon

7. Ruang Perpuslal<aan .

a. rak buku

b. rak majalah

c. rak surat kabar

d. rak atlas dan kamus
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8.

9.

10.

e. lefir.ari cdtalog

f. Iemari arsip

g. meja petugas

h. kursi petugas

i. meja baca

j. kursi baca

k. tabung pemadam kebakaran

1. ac

m. komputer

Ruang Penyimpanan Barang/ Gudang

a. rak besi

b. lemari besi

Rualg Pusat Kendali CCTV

a. pesawat TV/LCD monitor

b. sambungan i/Lreme,

c- CC'IV unit

d. meja petugas

e. kursi petugas

Ruang Poliklinik

a. timbangan

b. tensimeter manual

c. ten-simeter digital

d.. termometer

e. stetoskop

i alat THT

g. hght waue medicdl steili.zer

h. set peralalan kedokreran gigi

i. snellen chard

j. slit lamp

k. refractometer

l. tonometer

m. lensometer



-8

n. trial lens & frdme set

o. set lemari obat
p. meja dokter

q. kursi dokter

r. jllling cabinet

s. komputer

t. meja komputer

u. lemari pendingin

v. dispenser

w. ac

x. meja petugas

y. kursi petugas

11. Ruang PABX :

a. meja

b. kursi
c. AC

d. PABX

e. telepon

12. Ruang Pos Penjagaan Keamanal :

a. meja

b. kursi

c. telepon (lokal)

d. buku tamu

e. layar monitor

13. Ruang Genset :

a. panel listrik

b. mesin genset

c. alat pemadam kebakaran

d. tangki bahan bakar

e. exlaust fan
14. Ruarg Air Handling Unit (AHU) dan Panel Listrik:

a. panel listrik
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b. exhaust fan
c. rak besi

d. kursi

e. tabung pemadam kebakaral
Ruang Dapur/Panrry :

a. kompor listrik
b. piring dan gelas

c. kitchen set

d. wastafel

e. kursi

i tabung pemadam kebalcaran

Ruarg Waflawan :

a. meja

b. kursi

c. sice

d. lemari

e. buffet

f. komputer

g. printer

h. sound. sgstem

i. infoans/LCD progektol

j. sambungan internet

k. televisi

1. CCTV

m. foto presiden dan wakil presiden

n. sambungan Lelepol lintern-ekstema\
o. ac

Toilet :

a. uinoir
b. wastafet

c. cermin

d. kapstok
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e. kran air
f. tempat sampah

g. exhaust fan
h. pewangi ruangan

i. tempat sabun
j. tisu

18. Ruang Laltasi
a. meja

b. kursi
c. lemari pendingin

d. ac

19. Ruang Penggandaan

a. meja

b. kursi
c. lemari

d. filling cabinet

e. kamputer

f. telepon

g. mesin jilid
h. alat pemotong kertas

i. mesin laminating
j. mesin pemotong listrik
k. mesin jilid lem punggung

l. mesin fo,ocopy (sewa)

m. ac

20. Ruang Unit Layanan Pengadaan

a. meja

b. kursi

c. lemari

d. fitling cabinet

e. komputer

f. telepon
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g. pinter
h. ac

21. Ruang Pejabat Pembuat Komitmen

meJa

kursi

lemari

fi.lling cabinet

komputer

telepon

pinter

a.

b.

c.

d.

e.

t

h. scQnner

ac

E}.2 KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUANG PENUNJANG

1. Peralatan ruang penunjalg sebagaimana tercantum dalam
bagian B.1 merupatan standar minimal penyediaan pada

ruang penunjang.

2. Kebijakan penambahan maupun pengurangan penyediaan

ruang penunjang beserta peralatannya dilakukan oleh

Sekretaris Kementerian sebagai pengelola Fasilitas Kerla

berdasarkan pertimbangan tingkat kebutuhan.

B.3 KEBIJAKAN PENGGUNAAN RUANG PENUNJANG

1. Setiap Pengguna Fasilitas Kerja berhat menggunakar ruang
penunjang untuk kepentingan dinas beserta peralatannya.

2. Ruang rapat umum dapat digunakan dengan memerhatikal
hal-hal sebagai berikur:

a. Usulan penggunaan ruang rapat diajukan kepada Biro

Umum selarnbat-lambatnya I (satu) bulan sebelum

pelaksanaan rapat dengan memberikan rincian
kebutuhan peralatan rapat dan jumlah peserta rapat
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rnelalrui intranet agenda rapat Bappenas maupun
konfirmasi lalgsung.

b. Biro Umum menentukan ruang rapat yang dapat
digunakan dengan memerhatikan jumlah peserta rapat
dan jadwal penggunaan ruang rapat.

c. Apabila ruang rapat tidak tersedia, Biro Umum akan
meminta pengusul untuk menjadwal ularrg pelaksanaarr

rapat.

d. Biro Umum berhak membatalkan rencana penggunaan

ruang rapat beserta peralatannya dan/atau
memindahkan ke mang rapat lain, apabila ruang rapat
yang telah ditentukan akan digunakan untuk
kepentingan dinas yang tebih prioritas sesuai kebijakan
Pengelola Fasilitas Kerja.

C PERALATAN KERJA

C.I STANDAR PERALATAN KERJA

l. Menteri

a. meja ke{a
b. kursi kerja

c. kursi hadap

d. komputer dengan sambungan inleme,

e. meja komputer

f. meja untuk telepon

g. meja rapat

h. telepon (pesawat otomatis/ largsung)

i. cryptophone

i. P.C untt

k. laptop

l. pinter
m. lemari kaca

n. lemari buku



o. televisi

p. kursi tamu

q- foto presiden dan wakil presiden

r. papan struktur organisasi

s. penghancur kertas

2. SekretarisKementerian

a. meja kerja

b. kursi kerja

c. kursi hadap

d. komputer dengan sambungan inten?€t

e. meja komputer

f. laptop

g. pinter
h. telepon (pesawatotomatis/langsung)

i. lemari buku
j. televisi

k. foto presiden dan wakil presiden

l. buffetkaw
m. cerminbesar/berdiri

n. papan struktur organisasi

3. Deputi/ lnspektur :

a. meja kerja

b. kursi kerja

c. kursi hadap

d. komputer dengan sambungan mremet

e. meja komputer

L laptop

g. Pinter
h. telepon (pesawatotomatis/langsung)

i. lemari buku
j. televisi

k. foto presiden dan wakil presiden
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4

I. buffetkayt
m. cerminbesar/berdiri
n. papan struktur organisasi

o. ,nesirL fotocopg
Staf Ahli Menteri

a. meja kerja

b. kursi kerja

c. kursi hadap

digunakan bersama staf

digunakan bersama staf

digunakan bersama stai

5

d. kursi dan meja tamu

e. komputer dengan sambungan inremet

f. pinter
g. telepon (pesawatotomatis/langsung)

h. lemari buku

i. foto presiden dan wakil presiden
j. filling cabinet

Pejabat Eselon II dan/atau setingkat :

a. meja kerja

b. kursi kerja

c. kursi hadap

d. komputer dengan sambungan inremel

e, laptop

f. printer

g. telepon (lokaq

h. lemari buku

i. foto presiden dan wakil presiden

:. hifet
p. mesil]. fotocopA
K. LCD

6 Pejabat Eselon III dan/atau setingkat :

a. meja kerja

b. kursi kerja

c. kursi hadap



d. komputer dengan sambungan inlerne,
e. pinter ......... digunakan bersama staf
f. telepon (Iokal) .......................... digunakan bersama staf
g. lemari buku
h. fitting cabinet

7. Pejabat Eselon IV dan/atau setingkat :

a. meja keqa

b. kursi kerja

c. kursi hadap

d. komputer dengan sambungan intemet
e. printer ......... digunakan bersama stal
f. filting cabinet

g. telepon ........ digunakan bersama staf
8. SraI

a. meja kerja

b. kursi ke{a
c. komputer dengan sambungan intemel

9. Tata Usaha Eselon I dan Eselon II :

a. meja kela
b. kursi kerja

c. komputer dengan sambungan inteme,

d. meja komputer

e, pinter
f. telepon llokal d.an foximile)
g. scanner

h. lemari buku
i,. fJling cabinet

j. whiteboard

k. mesin penghancur kertas

l- faximite
m. infokus

15-
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10. Pejabat Fungsional Utama dan Madya :

a. meja kerla

b. kursi kerja

c. komputer dengan sambungan intemet
d,. printer

e. telepon

C.2 JENIS PERALATAN KERJA

a. Perabot kantor;

Meja kerja, meja rapat, meja telepon, meja komputer, kursi
kerja, kursi hadap, kursi rapat, sofa, fiuing cabinet, ler.rari
kaca, Iemari plat, lemari buku, rak kayu/besi, bulfet
kaca/ka1rr, brankas, uaslajfel, whiteboard., locker, karpet,
tempat sampah.

b. Alat-alatelektronik;

Alat elektronik yang menggunakan listrik :

PC unit, laptop/notebook, netbook, pC tdbtet,

kori]prJter I laptop, scanner, pinter, lampu, penghancur kertas,

infocus, layar LCD, mesin foto copg, AC lAir Conditionei),

exhaust fdn, sound sgstem, stebilizer, dispenser, mesin ketik
elektrik, generator, Perangkat telekomunikasi, pesawat

telepon, faximile, PABX (Priuate Automatic Branch Exchange),

c. Perangkat pengolah data dan jaringan LAN/WAN dan internet
Komputer seruer, komputer PC lclient), router, swictk modem,

ratCiolinlg acces potnt, pacth panet, kabel UTp, kabel fiber optic,

conuerter F/O to UTP, VGA splittgr, KVM switcll IJpS

(unteraptable polter suplA), pinter, scanner.

d. Peralatan kearsipan

kotak kartu kendal| nomerator, troli, frlling cabinet, rak arcip,

meja sortir, lembar pengantat, folder, kotak arsip, m.rp

gantung.



C.3 KEBIJAKAN PENYEDIAAN PERALATAN KERJA

1. Pengajuan permintaan peralatan kerja disampaikan oleh

pejabat Eselon I atau Eselon I[.

2. Kebijakan penyediaan peralatan kerja kepada Staf Non

Pegawai Negeri Sipil akan ditentukan oleh Pengelola Fasilitas

Kerja.

3. Biro Umum c.q Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang

perlengkapan dan tata usaha menyediakan peralatan kerja

yang dapat dipinjamkan kepada Pengguna Fasilitas Kerja

untuk mendukung kegiatan dinas dengan menandatangani

Berita Acara Peminjaman Fasilitas Kerja.

C.4 KEBIJAKAN PENGGUNAAN PERALATAN KERJA

1. Pengguna Fasilitas Kerja dapat mengajukan peralatan keda

yarrg belum terpenuhi baik jenis maupun kuantitasnya

kepada Biro Umum c.q Bagian yang tugas dan fungsinya di

bidang perlengkapan dan tata usaha dengan pertimbangan

e. Alat perlengkapan petugas keamanan

Jas hujan, lampu senter, pentungan karet/plastik/rotan,
borgol.

f. AIat perlengkapan medis

Timbangan, tensimeter manual, tenstmeter d.igital, termometer,

stetoskop, alat THT, light waue ruedical steilizer, set peralatan

kedokterarr gigi, snellen chard, slit lamp, refractometer,

tonometer, lensometer, tial lens & frame set, set lemari obat,

meja dokter, ftlling cabinel, komputer, meja komputer, kulkas,
dispenser, ac, kursi.

g. Peralatanperpustakaan

l,emari buku, rak buku, rak koran, rak majalah, komputer,

meja baca, kursi, mesin;fotocopg, alat pemindai bar code.
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D

pemenuhan berdasarkan kebutuhan, tingkat urgensi dar
ketersediaan peralatan.

2. Staf Pegawai Negeri Sipil dapat menggunakan fasilitas keda,
dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Fasilitas
Kerja berupa peralatan kerja.

3. Staf Non Pegawai Negeri Sipil dapat menggunakan fasilitas
kerja, dengan terlebih dahulu diserahkan kepada Staf
Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab
ruangan pada Unit Kerja terkait dan menandatangani Berita
Acara Serah Terima Fasilitas Kerja berupa peralatan keia.

4. Pengguna Fasilitas Kerja wajib memelihara dan menjaga
peralatan kerja dengan penuh tanggung jawab.

5. Pengguna Fasilitas Kerja segera melaporkan kepada Biro
Umum c.q Bagian yang tugas dan fungsinya di bidartg
perlengkapan dan tata usaha apabila terjadi kerusakan atau
kehilargan pada peralatan ruang keda.

KENDARAAN DINAS

D.1 STANDAR KENDARAAN DINAS

1. Kendaraal Dinas Perorangan

a. Menteri : Sedan/Jeep,/Minibus s.d 3000 cc

b. Pejabat Eselon I : Sedan/Jeep/Minibus s.d 25OO cc

c. Pejabat Eselon tl : Jeep/Minibus s.d 2O0O cc

2 Kendaraan Dinas Operasional Unit Ke!a
: Minibus

Motor

Kendaraan dinas operasional tugas angkut

a. Antar Jemput : Mikrobus

Bus

b. Pelayanal Kesehatan : Ambulans

s.d 2O0O cc

s.d 150 cc

3

s.d 2800 cc

s.d 4000 cc

s.d 2700 cc
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c Angkutan Barang Mobil Box

Pick Up

s.d 2700 cc

s.d 27OO cc

D.2 KEBIJAIGN PENYEDIAAN KENDARAAN DINAS
1. Standar Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana

tercantum dalam Bagian D.1 merupakal ukuran maksimal
penyediaal kendaraan dinas.

2. Kendaraan dinas operasional unit kerja dapat diberikan
berdasarkan hasil penilaian pengelola Fasilitas Kerja.

3. Setiap kendaraan dinas operasional mendapatkan Bahan
Bakar dan biaya pemeliharaan sesuai besaran biaya yang
diatur dalam satuan biaya yalg dikeluarkan oleh
Kementerian Keuangan.

D.3 KEBIJAKAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

1. Pengguna kendaraan dinas wajib menandatangani Berita
Acara Serah Terima kendaraan dinas operasional.

2, Berita Acara Serah Terima kendaraan dinas operasional unit
kerja ditandatangani oleh Penanggung Jawab Kendaraan

Dinas.

3. Penanggung Jawab Kendaraan Dinas dapat menyerahkan
kendaraan dinas operasional Unit Keia kepada pejabat di
bawahnya dengal menandatangani Berita Acara Serah

Terima Kendaraan Operasional Unit Keda.

4. Apabila terjadi kehilangan atas kendaraan dinas operasional,

Pengguna dan/atau Penanggungjawab kendaraan dinas al<an

dikenakan Tuntutan canti Rugi (TGR) sesuai ketentuan
peraturan perundang undangan.

5. Pengguna berhak menggunakan area parkir dengan

pengaturan sebagai berikut:

a. Kendaraan dinas Menteri, Eselon I, Eselon II, dan

Kendaraan dinas operasional angkutan menempati area



parkir Gedung Kementerian ppN/Bappenas yang
ditentukan oleh Biro Umum.

Kendaraan dinas operasional unit kerja dapat
menempati area parkir kendaraan selain sebagaimana
dimaksud pada butir a.

D.4 KEBIJAKAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

l. Pemeliharaan Lerdiri dari :

a. Pemeliharaan rutin
Pemeliharaan yang dilakukar untuk penggantian oli
mesin/ serur'ce ringan.

b. Pemeliharaaninsidentil

Pemeliharaan yang dapat diajukan oleh pengguna

sewaktu - waktu bila terjadi kerusakan yang
menyebabkan tidak dapat beroperasionalnya kendaraan

2. Pengajuan permohonan pemeliharaan kendaraan dinas
disampaikan kepada Kepala Biro Umum.

3. Persetujuan pemeliharaan kendaraan dinas dapat disetujui
setelal dilakukal analisa kerusakaan oleh Biro Umum c.q

Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang perlengkapan dan
tata usaha.

4. Pengguna kendaraan dinas Menteri, Eselon I, dan Eselon II

dapat melakukan pemeliharaan di bengkel resmi dan

mengajukan permohonan penggantian biaya pemeliharaan

dengan sistem reimburse kepada Kepala Biro Umum

b

20-
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Petunjuk Pelaksanaar tentang Standar dan penyediaan Fasilitas Kerja di
Kementerian Perencanaan Pembalgunan Nasional/Badan perencanaan

Pembangunan Nasional ini ditetapkan oleh Kementerian perencanaail

Pembalgunan Nasional/Badan Perencanaan pembangunan Nasional

dengal harapan dapat dijadikan acuan standar datam penyediaan Fasilitas
Kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat jabatan, agar terwujud
tertib secara administrasi, hsik dan peraturan terhadap fasilitas kerja di
Kementerian PPN/Bappenas.

SEXRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEI{RETARIS UTAMA BADAN PERENCAI{AAN PEMBANGUIIAN NASIONAL,

tufvlr 6dk';-

9,

IMRON BULKIN

BAB III

PENUTUP



AITAtr IIIM?IRAII I
PETI,TJI'R PEIIIIISAITAAX
lroMoR 2 / JUKr,Ar(/6ESUEX/O5/2O 16
TAXGGAL 25 UEt 20T6

A!UR/ MEKANISME PENYEDIAAII FASTLITAS KERJA

Xepala Biro Umum ncncima
nora dinas permintm
leryedram lasilitas kcrja
dd Unit K€rja (Esclon I/II)
dm mcndisposrsilan kepada
(abas Perl€ngkapan dan

2

(abag Perlengkap& dd
Tata Usaha melakukan
malie atas disposisi nota
dinas yag diberika Kepara
Bno Umum: 1 Apabna

lemintam dapat dipenuhi,
K.pala Bagi& PerLngkaps

mendisposisikd kepada

Penalau sahaan Bdog

telersediaan fasilitas keria.
2 Apabila permintaan tidak
ilapat dipe.uhi, Kepala
Bagim PerlenBkaps dm
Tara Usaha metrympaikm
konsep jawabo/tegsap@
dai &pala Biro Umum

3

(epala Biro Umum
metry@paiku jawabd/
tdegapo lermintam tidak
dapat dipeluhi kepada unit

Kepala Sub Bagre
Pcnatausaia& Bd@g
memenksa kele.sedL@
lasilitas terja yog ada i

1. Apabna fasilitas kerja
tersedia, repala Sub Baea
Penatausahaan Bara.g
nendistribusikd fasilitas

2. Apabila ia6ililas keria tidak
rersedia, Kepala sub Bagid
Penatausaiad Btrdg
melapo.Le dm membDar
kon*p nota dinas taggapo
keridaldersedim fasiliias
kerja kepada (abag PIU

E9!l9h srro
.UEn KedalEselor l/lr]
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Kabag PaU
laporan ketidakterediaan
fasilitas kerja yang diminta
UI(D

Kepala Biro Uouo menerima

teftenuhan kebutuhan

menugaskd Kabag urdal
untuk penyiapo dokumen

i I

il
-

(abag Urusan Dalam
menyiapkd dokumen
pe.€.cdad pemenuhan
kebutuha lasilitas k rja.

Unil Ke.ta menerima
pemenuhd kebutuhd
fasilits6 k..ja dd
menmdatangani tanda
terima aiau berita a.ara

Pemintaan Fasilitas Kerja b€rupa (endarad Dinas dan Ruanga hdus melalui Sesmen PPN/Sest@a Bappenas

) Dipenuhi apabila dinilai pemintao unit l<erja laya! dilenuhi de fasilitas kerja teredia

3 Tidak dipe.uhi apabila p€rmintad uf,il ke!a di anggap rid8l laj/"k untuk dipenuhr dlkdenake

i Fasiltas ke.ta yaDAdiminla sudalr dimiliki dd masih layak digunakao

ii. Jumlah lasilitas k€rja yang diminta melebjhi jumbn peEawai

iii. Slesllikasi fasilitas kc.la ydg diminta lidak *suai deng@ Iungsi da tugas pcgasai

iv. Pemintafu trdak sesuai dengo ketentum Peraturan M€nt€rl da. Juklak sesmen PPN/Sestama Bappenas

SEXRETARTS KEMEI{TERIAN PEREI{CAITAAN PE]\IBANGUIIAI\I NASIOI{ALI
AEKRETARIS UTAMA BADAN PEREIICANAAN PEMBANGUNAN NASIOI{AI,

W*, butf,;
IMRON BULKN

urlt tterjal&clou I/Itl

I

I



ANAK I'IMPIRAN II
PETUNTIUK PELAKSAI{AAN
NOMOR. 2 /JUKLAK/SESME!{/05/2016
TAI{GGAL 25 MEI 2016

FORMAT - I

FORIVIAT BERITA ACARA SERAH TERIMA
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL UNIT KERJA

KEII,IENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU
EADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

JALAN TAMAN SUROPATI 2, JAKARTA 103,IO

www.bappenas go id

Pada hari ini
in:

BERITA ACARA

SERAH TERIMA KENDARAAN OINAS

OPERASIONAL UNIT KERJA

Nomor : ...../BASTKD-UKE/8.05/BULAN/TAHUN

, tanggal....... bulan... ... tahun......., kami yang bertanda tangan dibawah

1 .. ... .. (Nama Lenskap)
Kepala Biro Umum, dalarn hal in bertndak untuk dan atas nama Kement€rian
PPN/Bappenas, yang berkedudukan di Jalan Taman Suropali Nomor 2 Jaka(a
Pusal dan selan,ulnya disebul PIHAK PERTAMA

2. ....... .. .-.... ..-. .-. .. ... (Nama Lengkap)
(Nama Jabatan), dalam hal ni beltndak sebagai penanggung lawab

dalam pemakaian kerdaraan d nas operas onal di (Un t Kerja), yang
berkedudukan di Jalan Taman Suropali Nomor 2 Jakarla Pusal, dan selaniutnya
d sebut PIHAK KEDUA

Dalam rangka mendukung keg alan op€rasional di (Unl Keria) ,

PIHAK PERTAII/IA setuju r.enyerahkan Barang lvlilik Negara Kemenierian
PPN/Bappenas berupa 1 (satu) !nl kendaraan dinas roda .. beserta STNK
kepada PIHAK KEDUA dengan spesifkas sebagai ber kul

Nomor Rangka/Nik

Kedua belah pihak lelah menandalangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas
Operasional Unil Kerja dengan ketentuan dan syaralsyaralsebagai berikut

1. Dengan diserahkannya kendaraan dinas roda..... sebaqaimana tersebut diatas
dar PIHAK PERTAI,IA kepada PIHAK KEDUA, maka segala kewajban dan
langgung jawab yang berh!bungan dengan pemeliharaan dan pengamanan
kendaraan tersebul merjaditanggung iawab PIHAK KEDUA

2. Apabila

I



2. Apabila kendaraan dinas roda ,...,... tersebut hilang karena kesalahan atsu kelalaian
PIHAK KEouA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sarksiTuntutan Genti Rugi
(TGR)

3. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembalr kendaraan dinas tersebut kepada
PIHAK PERTAMA apab la.

PIHAK KEOUA tidak lagi menjadi
Kementerian PPN/Bapp€nas; atau

(Nama Jabatan) di

b. PIHAK KEDUA tidak lagi bertugas da Kementerian PPN/Bappenas; atau
c. PIHAK KEDUA pensiun; atau
d. Apabila kendaraan dinas tersebut diatas dibutuhkan untuk kepentingan

Saat serah lerlma/pensembalian kendaraan PIHAK PERTAI4A dan PIHAK KEDUA
bercama-sama melihat kondisi lisik dan kelengkapan kendaraan sesuai yang
d luangkan dalam lampiran berita acara serah ler ma kendaraan dinas dimaksud.

5 Berita acara ini ditandalangani di atas malerai oleh kedua belah pihak untuk dapat
d gunakan sebagaimana meslinya,

Dibuat d

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAT,lA

I/ATERAI
6000

Nama Lengkap

NIP,

Nama Lengkap

NIP,

Mengetahui/lvlengesahkan,

Sekrelaris Kementeran PPN/
Sekre!aris Ulama Bappenas,

Nama Lengkap

NIP,

l

I

)



FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA
KENDAR.AAN DINAS OPERASIONAL PERORANGAN

,

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

JALAN TAIVAN SUROPATI2, JAKARTA 10310
TELEPON:(021)319 36207 390 5650 FAKSIIUILE (O21) 3145374

www bappenas go d

BERITA ACARA

SERAH TERIMA KENDARAAN DINAS

OPERASIONAL PERORANGAN

Nomor r ...../BASTKDP/8.05/BULAN/TAH U N

Pada hari ni.. ...., tanggal ...... bu an...... lahun..... ., kamiyang berlanda tangan dibawah in

(Nama Lengkap)
Kepala Biro iJmum dalam ha ini bertindak untuk dan alas nama Kemenlerian
PPN/Bappenas, yang berkedudukan diJalan Taman SLrropaii Nomor 2 Jakarla Pusat,
dan selanjulnya disebul PIHAK PERTAMA.

2 ... .. (Narna Lengkap)
(Nama Jabatan), dalam hal ini berlindak untuk dan atas nama prbad

dalam pemakaian kendaraan dinas, yarg berkedudukan d Jalan Taman Suropat
Nomor 2 Jakarla Pusal, dan selanjutnya disebul PIHAK KEDUA.

Daam rangka r.endukLrng kegiatan operasional . ..
PIHAK PERTAIVA setuju menyerahkan Barang lr,l lik
PPN/Bappenas ber!pa 1 (satu) unil kendaraan d nas roda
PIHAK KEDUA dengan spes nkasi sebagai be r kut:
nlerk/Type
Jenis
Nomor Polisi
Tahun pembuatan
Nomor Rangka/Nik :

Nomor Mesin
Warna

. (Nama Jabatan),
Negara Kementeran
beserla STNK kepadz

Kedua belah phak telah menandalangani Berila Acara Serah Terima Kendaraan Dinas
Operasonal Perorangan deng3n kelentuan dan syaralsyarat sebagai berikui'
1. Dengan diserahkannya kendaraan dinas roda .. sebagaimana tersebut di atas dari

PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, maka segaa kewaiiban dar langgung
jawab yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pengamanan kendaraan lersebut
menjadi tanggu ng jawab PIHAK KEDUA.

2. apabila

FORMAT - 2

1.



2. Apabila kendaraan dinas roda . .. lersebut hilang karena kesalahan atau kelalaian
PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi Tuntutan Ganti Rugi
(TGR),

3. PIHAK KEDUA wajrb meny€ralrkan kemba kendaraan dlnas tersebut kepada PIHAK
PERTAMA apabia

PIHAK KEDUA tidak lagi menjadi
Kemenlerian PPN/Bappenasi atau

(Nama Jabatan) di

b. PIHAK KEDUA tidak lagi bertugas di Kementerian PPN/Bappenas; atau
c. PIHAK KEDUA pensiun; atau
d. Apabila kendaraan dinas tersebut diatas dibutuhkan untuk kepenlingan

dinas lainnya.

4 Saat serah terima/pengemba ian kendaraan PIHAK PERTAIVA dan PIHAK KEDUA
bersama-sama melhat kondisi isik dan keengkapan kendaraan sesuai yang
dltuangkan dalam lamp ran berita acara serah ter ma kendaraan dlnas dinraksud.

5. Berita acara ini ditandatangani di atas materal oleh kedua belah pihak untuk dapat
digunakan sebagaimana mesUnya.

D b!a1di

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAIVIA,

I\,'IATERAI
6000

NIP,

Nama Lengkap

NP

N,lengetahui/l\,lengesahkan,

Sekretaris Kemenlerian PPN/
Sekretar s Utarna Bappenas,

Nama Lengkap
NIP

l



FORMAT - 3

F'ORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAJ, UNIT KERJA

' ,.,,

r
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEIIIBANGUNAN NASIONAU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

JALAN TAMAN SUROPATI2, JAKARTA 10310
TELEPON : (021) 319 36207 - 390 5650 FAKSIMILE: lo21) 3145374

vvl@ bappenas.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIIVIA

PENGEMBALIAN KENDARAAN DINAS

OPERASIONAL UNIT KERJA

NOMOR :.. . ../BASIPKDUKE/B 05/BULAN/TAHUN

Pada hari ini............. , 1ang9a1............ bu|an............ lahLrn........... , kami yang bertanda
tangan dibawah iri :

1. ............ ......... ...... (Nama Lengkap)
. .. ....... (Nama Jabalan), dalam hal ini bertindak sebagai penanggungjawab

dalam pemakaiaan kendaraan dinas operasional di ................ (Unil Kerja)
Kemenlerian PPN/Bappenas, yang berk€dudukan di Jalan Taman Suropati Nomor 2
Jakarta Pusat, dan selanjulnya disebLrl PIHAK PERTAMA.

2 (Nama Lengkap)
Kepala Biro lJmum, dalam hal ini berlindak unluk dan atas nama Kementeran
PPN/Bappenas, yang berkedudukan di Jalan Taman Suropali Nomor 2 Jakafta Pusai
dafl selaniul.ya disebut PIHAK XEDUA.

Kedua belah pihak teah menandalangani Berita Acara Serah Terima Pengembalan
Kendaraan Dinas Operasional Unit Kerja (BASTPKDUKE) dengan spesifikasi dan kondisi
kendaraan sebagai berikut :

Jenis
Nomor Polisi

Nomor Rangka/Nik
Nomor Mesin
lsiSilinder

Kondisi

1. Dengan



1. Dengan diserahkannya kembali kendaraan dnas sebagaimana tersebut di atas dari
PIHAK PERTAIMA kepada PIHAK KEOUA, maka segala kewajiban dan tanggung jawab
yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pengamanan kendaraan bermotor tersebut
menjadi langgung jawab PIHAK KEDUA.

2. Berita Acara Serah Terima Pengemba'ian kendaraan dinas inidabual dan ditanda tangani
oleh kedua belah phak l6npa ada paksaan dari pihak manapun dan dbuai datam
rangkap 2 (dua) rangkap pertama dllandalangani dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA
rangkap kedua dlpegang oleh PIHAK KEDUA, kesepakatan rangkap 1 (satu) dan 2 (dua)
inimemilik kekuatan hukum yarg sama.

P IIAK KEDUA

Nama Lengkap

NIP

Nama Lengkap

NIP

I

Dibuatdi .......,..........



FORMAT _ 4

FORIIIAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PERORANGAN

,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU

BADAN PERENCANAAN PEIT4BANGUNAN NASIONAL

JALAN TAI,IAN SUROPAT 2 .]AKARTA 103]O
IELEPON : (021) 319 36207 390 5650 FAKS l\lllE (a21) 3145374

vvifu.bapperas go id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

PENGEMBALIAN KENDARAAN DINAS

OPERASIONAL PERORANGAN

NONlOR :...,.../BASTPKDP/B.05/BULANfTAHUN

Pada hari in....... ... . , langgal..... ... ... bulan............ tah!n......... , kamiyang berlanda
tangan dibawah ini :

1. ..... .... .. .. .... .... ... .... (Nama Lengkap)
(Nama Jabatan), da am hal lni bertindak sebagai penanggungjawab

dalam pemakaian kendaraan dinas operasiona perorangan d Kemenlerian
PPN/Bappenas, yang berkedudukan d Jalan Taman Suropati Nomor 2 Jakarla Pusat,
dan selanjutnya d sebul PIHAK PERTAMA.

2. (Nama Lenskap)
Kepala Biro umum, dalam hal ini berlindak untuk d8n alas nama Kementerian
PP N/Bappenas yang berkedudukan di J a an Taman S uropali No mor 2 J akarla Pusat,
dan selanjutnya disebut PIHAK KEOUA.

Kedua belah pihak telah menandatangani Berita Acara Serah Terma Pengembalian
Kendaraan Dinas Operasonal Perorangan (BASTPKDP) dengan spes fikasi dan kondisi
kendaraan sebagai berikut :

MerklType
Jenis

Nomor RangkaiNik
Nomor l\ltesin
lsiSilinder

Xondisi

1. Dengan.



1. Deogan diserahkannya kembali kendaraan dinas sebagaimana telsebut di alas dari
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maka segala kewaliban dan tanggung
jawab yang berh!b!ngan dengan pemeliharaan dan pengamanan kendaraan bermolor
tersebLrl menjaditanggung jawab PIHAK KEDUA.

2. Berila Ac€ra Serah Terima Pengembalian kendaraan dinas ini dibuat dan dilanda
tangani oleh kedua belah pihak lanpa ada paksaan dar pihak manapun dan dibuat
dalam rangkap 2 (dua), rangkap perlama dilandatangan dan dipegang oleh PIHAK
PERTAMA, rangkap kedua dipegang oeh PIHAK KEOUA, kesepakatan rangkap 1

(salu) dan 2 (dua) inimemiliki kekuatan hukum yans sama

Dibual d

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Nama Lengkap

NIP.

Nama Lengkap

NIP,

l



F'ORMAT - 5

FORMAT BERITA ACARA SERAII TERIMA PEMINJAMAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PERORANGAN

,

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEIVBANGUNAN NASIONAL

REPt,,BLlK INDONESIA

JALAN TAIVAN SUROPATI2, JAKARTA 10310
TELEPON : (021) 319 36207 390 5650 FAKSIIVILE : la21) 3145374

www.bappenas.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Nomor : .. ..../BASTP-KDO/B 05iBULAN/TAHUN

Pada hari ini.
ini :

tahun ....., kamiyang be(anda langan dibawah

Nama
NIP : ...........................
Jabalan : Kepala B ro Umum
Unil Kerja Biro Umum

Dalam hal ini bertndak !ntuk dan atas nama Kementerian PPN/Bappenas, yang
berkedudukan di Jalan Taman Suropati Nomor 2 Jakarta Pusat, dan selanjulnya disebut
PIHAK PERTAIMA.

2 Nama
NIP
Jabatan
Unil Kerja

Dalam hal ini be(indak sebagai penanggung jawab dalam peminjaman kendaraan dinas
Kementeran PPN/Bapp€nas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

I\,lenerangkan: PIHAK PERTAIUA meminjamkan kendaraan dinas roda.
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada PIHAK KEOUA selama
peminlaman). selanjutnya unluk dipergunakan sebagai operasional
keria) di Kementerian PPN/Bappenas.

(waktu
(un I

PIHAK KEDUA le ah menerima penyerahan kendaraan d nas beserla Sural Tanda Nomor
Kendaraan (STNK) bermolortersebut, dengan spesifikasi sebagai berikul :

It erk/Type
Jenis

Nomor Ranqka/Nik
Nomor Mesin

Dengan..



1. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan kendaraan kepada PIHAK PERTAIVIA
selarballa'nbatnya I i,linggu seieah berakhirnya masa pinla.lan.

2 Pemaka berkewajiban unluk mercegah/menghindari lerjad nya kehilangan/kerusakan
Kendaraan Dinas Operasional(KDO), dengan meengkap kunci pintu/kunci setir/aarnr
dan pengaman lainya, dan apabila lerjadi kehllangan , akan d kenakan Tunlulan Ganti
Rugi(IGR).

3. Apabila dikemudian hari kendaraan tersebul masih diperlukan maka akan d lakukan
pengaluran kembali.

Dibual di

P HAK KEDUA, PIHAK PERTAI\,4A.

I\,IATERAI
6000

Nama Lengkap

NIP.

Nama Lengkap

NIP,
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FORMAT TANDA TERIMA BARANG MILIK NEGARA

&
,

t<errre.rteriar, PPNIBapperras
TANDA TERIIVA

BARANG II4ILIK NEGARA KEII,lENTERIAN PPN/BAPPENAS

NOMOR : /TT/PTU/BULAN/TAHUN

Dengan ini Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha Kantor Kernenterian PPN
/ BAPPENAS menyerahkan Barang I\rilrk Negara kepada :

Nama
NIP
LJnit Kerja / Jabatan
PemakaiBI\,4N

Lokasi

Dengan Perincian
Nama Barang
Jumlah
Merk / type
No. Seri/ NUP
No. Kode Barang
No Kode Rlangan
Asal Barang

KETENTUAN PENGGUN AAN FASILITAS KERJA

1. Fasltas kerja ini digunakan oleh yang bersangkulan selama yang
bersangkuian masih aktf bekerla di Kementeran PPN/Bappenas

2. Pener ma bertanqgunq jawab sepenuhnya atas keberadaan fasllitas ini.
3. Fasilitas ini tidak dapal dialih gunakan oeh pengguna lain , tanpa seijin

KepaaBroUmum.
4. Penerma akan dikenakan sanksi Tunlutan Ganti Rugi apabia terjadi

kehilangan fasilitas ini.
5 Pener ma wajib menjaga dan merawat fas litas ini agar fasilitas ini dapat

selal! berf ungsi dengan baik

Yang menyerahkan,
Kabag. Perlengkapan & TU

Nama Lengkap
N IP.

Nama Lengkap
N IP,

Tembusan Yth:
Sesmen PPN/Sestama Bappenas

)

)

v2i9

: ................................./................... .

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .l . . . . . . . . . . . . . . t . . . . . . . . .
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FORMAT BUKTI PENGEMBALIAN BARANG MILIK NEGARA

2 t<ernerrteiian PPN/
E atrtrearas
I}T]KTI PENGE}IBALIAN

BARANG NTILIK NECARA KEMENTERIAN PPN/I]APPENAS
NONIOR : /Bl)/l'TtI/llUI.AN/TAHUN

Dengan inimenemngLltnl

Nama

Nip
unit Keia.{abaran

Cedung

Telah mengembalikan/menyerahkan Barang Milik Negara Kanlor Kemenlerian
PPNlBappenas Berupa :

Nama Barang

Merk,ltpe
No. ScrirN(JP

Junlah
Kondisi
Kode Ruangan

Masuk Gudang

Asal Barang

Alasrn Pereembalian i
L BMN rusak berat (tidak bisa diperbaiki)
2. BMN tidak sesuai dengan spek-/permintaan

3. Mutasi./Pensiun, Pindah Instansi

Kabas. Perlengkapan & TU,

Nama Lengkap
NIP

Nama Lengkap
NIP

)

)

)

BMN yang

((irret Y!ns lidak Dcrlu)
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FORIUAT BERITA ACARA PEMINJAMAN
BARANG MILIK NEGARA

,

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMEANGUNAN NASIONAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA
JALAN TAI\,IAN SUROPATI 2 JAKARTA 10310

IELEPON : (021) 319 36207 - 390 5650 FAKSIIVILE : (A21) 3145374
www.bappenas.go.ld

Pada hari ini
dibawah in :

BERITA ACARA
PEMII{JAMAN BARANG MILIK NEGARA

Nomor : ... /BAST-PB[,4N/B os/BULAN/TANUN

.., tanggal ....... bulan ....... tahun ...., kami yang bertanda tangan

1. Nama
NIP : . ... ... ........... ....... .....
labatan : ..... ... ... ... ... ....... ... .

Dalam hal ini bertindak sebagai Yilg_UellilEl[kao 8arang Milik N€gara Kementeran
PPN/Bappenas, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2, Nama
NIP
Jabatan

Dalam hal in bertindak sebagai Peminiam Barang Mi ik Negara Kementerian PPN/Bappenas,
yang seanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Berddsdrkdn ...................
dilakukan serah terima peminjaman Balang lllilik Negara antara PIHAX PERTAMA dan
PIHAK KEDUA, dengan keterangan sebagai berikut i

1. PIHAX XEDUA meakuikan peminjaman Barang l4iik Negara Kementerian
PPN/Bappenas berupa :

r) ....................... .........

2\

3)
4)
s)
6)

2. Peminjaman Barang l4iik Negara oleh PIHAK KEDUA dilakukan selama
............har, mu|ai ........,...,,.,., s.d,.,,,...,..,,..,.. yang

dipe-gLnakan di .............
3. Pengembalan aarang lllilik Negara akan dilaklrkan oleh PIHAK KEDLJA pada hari

............ tanggal .................. ta h u n . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Berita Acara ini maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

5. Apabila Barang Milk Negara tersebut hllang karena kesalahan atau kelalaian PIHAK
KEDUA, maka PIHAK KEoUA akan dikenakan sanksi Tuntutan Ganti Rugi (TGRi.

P]HAK KEDUA, PIHAK PERTAI',1A,

( (......................)
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FORMAT TANDA TERIMA PENGEMBALIAN
PEMINJAIUAN BARANG MILIK NEGARA

,

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEIVIBANGUNAN NASIONAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

JALAN TAI\,1AN SUROPATI 2, JAKARTA 10310
TELEPON : (021) 319 36207 - 390 5650 FAKSllvl LE : (O21) 3145374

www.bappenas.go.id

TANDA TERI!,iA PENGEMBALIAN

PEMINJAMAN BARANG MILIK NEGARA

Nomor : ......fTI'-PBl\4N/8.05/BULAN/TAHUN

Pada hari in......, tanggal .. bulan .. tahun teah diterma
pengembalian Barang Milk Negara berdasarkan Berila Acara Peminlaman
Barang Milik Negara Nomor .. . /BAST-PBMN/..../.. tanggal ......... adapun
Barang lvliik Negara yang dikembalkan adalahl

1)

2)
3)
4)
s) dst

PEN ERII\4A YANG I\,lENGEI"IBAL KAN

( (
NIP

Uf\o" t t^jL/^^

SETRETARIS KEMENTERIAN PER.ENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBA]TGUNAN NASIONAL,
fr,

IMRON BULKIN

)
NIP


